
BUPATI PAMEKASAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 14 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 

2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, PEMILIHAN, 
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN, 
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 11 ayat (la) Peraturan Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, 
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas 
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, 
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebaga\imana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 
2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); 

6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme 
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 
2017; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, 
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pamekasan Nomor l); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 
Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2015 Nomor 13); 
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Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2020 Nomor 6); 

13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 
2019 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, 
Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2019 Nomor 18), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati 
Pamekasan Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 51); 

14. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 
2021 Nomor 14); 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM 
ATAS PERATURAN BUPATI NO MOR 18 TAHUN 2019 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCALONAN, 
PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN 
KEPALA DESA. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 
2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, 
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 
Nomor 18) sebagaimana telah diubah bebarapa kali 
terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 
18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian 
Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2022 Nomor 11), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 3 

( 1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1) mempunyai 
tugas meliputi: 
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan 

menyelenggarakan semua tahapan 
pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten; 

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia 
Pemilihan; 

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak 
suara; 

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan 
pembuatan kotak suara serta perlengkapan 
pemilihan lainnya; 

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara 
dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada 
Panitia Pemilihan; 

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan 
pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten; 

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan 
pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta 
membuat rekomendasi kepada Bupati; dan 

h. melakukan evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan pemilihan. 

(2) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan 
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c, huruf d, dan huruf e, 
pelaksanaannya ditugaskan kepada Panitia 
Pemilihan. 

(3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf d ditambahkan kode dusun. 

(4) Pemberian kode dusun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dapat menggunakan huruf atau 
namadusun. 

(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), Panitia 
Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab kepada 
Bupati. 

(6) Panitia Pemilihan Kabupaten dinyatakan bubar 
setelah calon Kepala Desa terpilih dilantik 
sebagai Kepala Desa. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati 1n1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Pamekasan. 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 13 April 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PAMEKASAN, 

~- ~ 
TOTOK HARTONO 

Ditetapkan di Pamekasan 
pada tanggal 13 April 2022 

BUPATI PAMEKASAN, 

BADDRUT TAMAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2022 NOMOR 14 
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